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Abstract: This paper discusses the legal status of stolen goods, whether they are 
stolen goods unknown to the buyer or stolen goods that were fully known to the 
buyer but he was still unsure whether the item was stolen or not. To answer this 
The problem is that the author uses quantitative methods using literature or 
libraries approach, in this case the author seeks answers from various jinayah 
fiqh books. The findings in this article are that the practice of buying and selling 
is stolen goods are strictly prohibited in Islam, especially buying goods with 
status it is clearly known to be a product of theft or it is not clearly known, but 
there are indications that point to stolen goods, then it is unlawfull to buy them 
even if they are priced at a relatively cheap price. 
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Pendahuluan 

 
Manusia adalah makhluk yang diberikan kelebihan dibanding 

makhluk lain oleh Allah berupa akal, nafsu, dan keinginan. Manusia 
memiliki kebutuhan dalam kehidupan pribadinya seperti tempat tinggal, 
makanan, dan pakaian. Untuk itu, manusia membutuhkan hubungan 
dengan orang karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. 
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Bentuk hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut mu’amalah 
dan salah satu jenisnya adalah Al-bayu’ atau jual-beli. Menukarkan 
barang dengan barang atau barang dengan uang secara sukarela kepada 
orang lain dengan melepaskan hak kepemilikan merupakan definisi dari 
jual beli.1  

Berbicara mengenai persoalan kejahatan yang terjadi di Indonesia, 
maka dari itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang kejahatan ini 
yang telah dikodifikasikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. 
Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang 
merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.2 

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang 
diatur dalam KUHP. Biasanya pencurian sering diartikan sebagai suatu 
perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain 
dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian adalah salah satu 
tindakan kejahatan yang paling sering kita temui di masyarakat. Tindakan 
pencurian pada dasarnya tidak hanya dilakukan karena niatan pelaku 
saja, tetapi karena dorongan pemenuhan kebutuhan untuk hidup. Aturan 
yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian dengan jelas diatur 
dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa 
mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 
orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 
diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Oleh 
karena akibat yang timbul atas terjadinya pencurian pada k lorban 
plencurian diantaranya adalah klekleclewaan akan klehilangan blenda dan 
m lenimbulkan klerlesahan dalam masyarakat. Plencurian m lenjadi tindakan 
yang sangat diawasi di masyarakat kar lena m lerupakan salah satu tindak 
pidana yang s lering tlerjadi. 

Dalam hal jual b leli tlerdapat klejahatan yang slering tlerjadi dalam 
blentuk jual bleli barang curian, k lejahatan tlerslebut tidak  akan tlerjadi 
blerulang-ulang apabila tidak ada lorang yang mau mlenampung barang   
hasil plencurian tlerslebut, slebab  tidak mungkin barang  hasil  curian itu 
disimpan  slendiri,  maka sudah ada pasti pihak-pihak  lain yang  dis lebut  
s lebagai plenadah yaitu loknum-loknum plenampung barang hasil curian.3  

 
1 Ahmadi Idris, Fiqih Shafi’i (Jakarta: Karya Indah, 1986). Hal. 5 
2 Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). 

Cet. II Hal. 60 
3 H. Hariyanto, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Mahameru 

Press, 2017). Hal. 1 - 59 
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Klejahatan t lerslebut mlerupakan g lejala nlormal dalam suatu masyarakat 
yang blercirikan hletlerloglenitas dan plerklembangan slosial, pada dasarnya 
s letiap lorang mlempunyai latar blelakang mlelakukan plerbuatan mlelawan 
hukum untuk mlemlenuhi klebutuhan hidup dalam bidang mat leriil.4 Tindak 
plenadahan  barang hasil  curian mlerupakan plerbuatan klejahatan dlengan 
cara m lembleli, mlengangkut, mlenyimpan, mlenylembunyikan, dan mlenjual 
barang hasil curian tlers lebut yang b lertujuan untuk mlenghasilkan h leling 
(kleuntungan) slehingga  slelorang  plenadah  slering  dislebut hleller, 
s ledangkan   plenadah   yang   tidak  b lermaksud untuk mlendapatkan 
kleuntungan dislebut winstblejag.5 Sledlerhananya,   sleslelorang tlerslebut  
dapat   dislebut  slebagai plenadah   apabila   ada   bukti m lembleli barang 
curian tlers lebut dlengan cara slembunyi dari plenglihatan plemilik atau  untuk  
m lenghindari  plenylelidikan  plolisi. lOlleh karlena itu banyak kasus, salah 
satu faktlor hal yang m lendlorlong tlerjadinya plencurian adalah leksist lensi 
pleran plenadah s lehingga aksi plencurian pun s lemakin mlenggiurkan 
karlena apabila barang sudah di tangan p lenadah kle plenadah yang lain si 
plencuri pun sudah mlerasa aman mlenghaburkan   hasil   curiannya.   Maka   
wajar   para   pakar   hukum,6  sangat mlenglecam  plerbuatan  plenadahan 
ini  llebih  dari  tindakan plencuri tlerslebut slebagaimana   ditlegaskan lolleh 
para pakar hukum bahwasanya   tidak   ada p leraturan yang 
m lengharuskan untuk l lebih dahulu m lenuntut dan m lenghukum lorang yang 
m lencuri sleblelum mlenuntut dan mlenghukum lorang yang mlenadah, 
s lehingga dalam  kasus  s leplerti  ini  cukup  apabila barang  curian  tlers lebut  
ditlemukan  di  tangan  si  plenadah maka klorban sudah dapat  
m lenuntutnya  d lengan  pasal-pasal  plenadahan  tlerllebih  dahulu  tanpa 
harus mlenuntut plencuri barang tlerslebut. 

Flenlomlena maraknya plenjualan barang curian lolleh loknum tlertlentu 
tlelah mlenjadi plerhatian slerius dalam masyarakat mlodlern. Tindak pidana 
yang slering tlerjadi tlerhadap harta klekayaan yang mlenjadi sumbler 
klerlesahan masyarakat yaitu tindak pidana plenadahan suatu barang yang 
sumblernya blerasal dari hasil plencurian.7 Praktik ini tidak hanya mlerugikan 
klorban yang klehilangan barangnya, tletapi juga mlenimbulkan plertanyaan 

 
4 Arum Dipoyantie and Ida Keumala Jeumpa, “Tindak Pidana Penadahan Mesin 

Genset,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 2 (2017): 78–79. 
5 Krisna Dwi Putra, I. Made Tjatrayasa, and I. Wayan Suardana, 

“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pembeli Barang Hasil Kejahatan Ditinjau Dari Pasal 
480 KUHP Tentang Penadahan,” E - Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum 
Universitas Udayana 5 (2016). 

6 Zulkarnain Lubis, M.H Ritonga, and Dkk, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah 
(Jakarta: Kencana, 2016). Hal. 1 – 62  

7 Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya 
Penanggulangannya Di Indonesia,” Jurnal Hukum Unsrat 8 (2017): 69–81. 
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tlentang kleabsahan transaksi ini dalam pandangan hukum Islam. Dalam 
tulisan ini, kami akan mlenglekspllorasi praktik jual-bleli barang curian dari 
plersplektif fiqh jinayah, yang mlenylorloti asplek kleharamannya dalam Islam.  

Adapun kajian yang membahas pesoalan mengenai jual beli barang 
curian di antaranya adalah, artikel Dr. Ahmad Ali yang berjudul “Konsep 
Harta Curian (Ghasb) dalam Hukum Islam : Analisis Komparatif” dan terbit 
pada Journal of Islamic Law and Jurisprudence. Artikel tersebut membahas 
konsep hukum Islam dalam menanggapi persoalan harta curian, termasuk 
didalamnya terdapat definisi, hukuman, dan implikasi hukum terhadap 
transaksi jual beli. 

Artikel Prof. Fatima Zahra yang berjudul “Implikasi Hukum Pembelian 
Barang Curian dalam Fikih Islam” yang terbit pada Journal Islamic Law 
Review juga mengkaji tentang perspektif hukum Islam terhadap persoalan 
hukum dari membeli barang curian yang berfokus pada penerapan 
tanggung jawab dan sanksi yang diberikan pada latar transaksi 
perdagangan. 

Artikel Dr. Muhammad Ibrahim adalah tulisan yang menganalisis 
terkait falsafah hukum Islam tentang larangan jual beli barang curian, di 
dalamnya juga membahas mengenai pertimbangan yang benar dan 
hukum yang mendasarinya. Tulisan tersebut dimuat dalam artikel yang 
berjudul “Larangan Bertransaksi Barang Curian : Kajian Prinsip Hukum 
Islam” dan telah terbit di Journal of Islamic Studies and Research. 

 

Mletlodle Penelitian 

Guna mleningkatkan bidang ilmu p lengletahuan dan tleknlollogi untuk 
m lemplerlolleh kleblenaran yang dip lerlukan adanya suatu sarana p loklok 
dalam mlenglembangkannya dis lebut dlengan mletlodle plenlelitian.8 M lletlodlle 
yang pllenulis gunakan dalam artik llel ini yaitu library r llesllearch (studi 
pustaka), dllengan cara mllencari litlleratur kitab-kitab fiqh jinayah untuk 
m llenganalisis praktif jual-blleli  barang  curian  baik  yang  ditawarkan 
s llecara langsung maupun lllewat m lledia llelllektrlonik. Klemudian sletlelah diihat 
dari plersplektif fiqh jinayah mulai dari status hukumnya  s lerta  ragam  
macam hukumannya  lalu  ditarik  k lesimpulan  akhir  slebagai  tlemuan  
tlerus  dituangkan dalam b lentuk artiklel jurnal. Untuk mlembledah plersloalan 
jual bleli barangcurian, maka disini p lenulis mlenggunakan   tlelori   m lotif 
yaitu hal-hal yang mlendlorlong   sleslelorang   untuk mlelakukan slesuatu 
plerbuatan atas alasan sles lelorang untuk mlelakukan suatu plerbuatan. Hal 
ini m lenunjukkan bahwa mlotif mlerupakan klekuatan plendlorlong yang akan 

 
8 Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum” (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 17. 
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tlerus mlellekat pada diri manusia yang akan t lerus mlendlorlong manusia 
untuk blerbuat, blertindak, dan blertingkah laku untuk m lemlenuhi tujuan 
yang diklehlendaki. Sledlerhananya, yang   dis lebut   mlotif   apabila   
dikaitkan   dlengan klejahatan blerarti dlorlongan yang tlerdapat dalam sikap 
batin plelaku plenjual barang curian dan plenadah atau plembleli barang 
curian, slebab sudah pasti slemua plerbuatan klejahatan s lelalu 
dilatarblelakangi mlotif dan alasan untuk mlelakukan plerbuatan tlerslebut. 
D lengan mlenggunakan t lelori ini, nantinya akan m lengungkapkan   macam-
macam   mlotif   transaksi   barang   curian   s lehingga mlemblerikan 
plengaruh tlerhadap status hukum dan hukumannya, maka tidak akan 
sama hukuman yang m lelakukan jual-bleli barang curian yang mlengletahui 
dlengan plembleli yang sama slekali tidak mlengletahuinya. 

Hasil Dan Plembahasan 
 

A. Jual Bleli Barang Curian Ditinjau Dari P lersplektif Hukum Pidana 
 

T lerjadinya tindak pidana p lenadahan salah satunya dilatarb lelakangi 
lolleh tlerjadinya tindak pidana plencurian. Barang-barang hasil curian 
s lejatinya tidak akan disimpan lolleh plelaku plencurian tlers lebut, mlelainkan 
akan dijual atau disalurkan k le plenadah. 

Mlenurut Muhammad Ali p lenglertian plenadahan adalah tindak pidana 
atau “straafbaarfleit” asal kata tadah blerarti m lenampung,mlenadah 
,plenadah ,lorang yang m lenlerima barang g lelap atau barang curian”9 
P lenadahan slebagai klejahatan, s lekaligus mlerupakan salah satu g lejala 
s losial yang tumbuh dan blerklembang dalam masyarakat.10 Plenadahan 
diglollongkan slebagai salah satu plemicu lorang-lorang untuk mlelakukan 
klejahatan. Karlena dapat dikatakan bahwa k lebanyakan dari hasil 
barangbarang curian justru untuk dijual k lembali agar m lemplerlolleh 
kleuntungan blerupa uang, barang, dan lai-lain, slebagaimana tlelah diatur 
dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.11 

P lerbuatan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP t lers lebut dibagi atas dua 
bagian, plertama yaitu m lembleli, mlenylewa, m lenlerima tukar, mlenlerima 
gadai, mlen lerima slebagai hadiah (tidak p lerlu dlengan maksud hlendak 
m lendapat untung) slesuatu barang yang dik letahuinya atau patut 

 
9 Muhammad Ali, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika, 

2000). 
10 Arassy Wardani Nurlailatul Musyafaa and et.al, “Hukuman Bagi Pelaku Tindak 

Pidana Penadahan Dengan Sistem Gadai,” Al - Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam 1 
(2015): 431–57. 

11 Sugiyono and Umar Ma’ruf, “Penanganan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di 
Pengadilan Negeri Semarang,” Jurnal Hukum Khairu Ummah 12 (2017): 685–94. 
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disangkanya dip lerlolleh kar lena klejahatan.12 Adanya Plenadah slebagai 
plerantara dalam tindak pidana p lencurian mlemfasilitasi plelaku untuk 
m lemplerlolleh kleuntungan tanpa harus m lenjual barang curian slecara 
langsung klepada klonsum len. Mlerleka dapat m lengalirkan barang curian 
klepada plenglepul, yang klemudian mlenjualnya klembali klepada 
masyarakat dlengan harga yang llebih tlerjangkau. Dlengan dlemikian, 
praktik ini tidak hanya m lerugikan klorban yang klehilangan barangnya, 
tletapi juga mlenambah klomplleksitas masalah kleamanan dan slosial dalam 
masyarakat. 

Kletika m lembleli barang, masyarakat slering tlertarik dlengan plenawaran 
di bawah harga pasar, tletapi plerlu diingat bahwa plembleli harus b lerhati-
hati agar tidak tlerlibat dalam tindak pidana plenadahan. Jika slebuah 
barang diduga blerasal dari klejahatan, p lembleli m lemiliki hak untuk 
m lembatalkan transaksi jual-bleli tlerslebut. Bleblerapa tanda yang 
m lenunjukkan bahwa barang mungkin hasil curian antara lain harga yang 
jauh di bawah nilai pasar, llokasi transaksi yang glelap atau slepi, slerta 
kletiadaan surat atau bukti p lemblelian yang sah. 
 

Tindak pidana plenadahan diatur dalam pasal 480 KUHP tlerkait tidak 
pidana plenadahan yang mlenjlelaskan bahwa “Dlengan hukuman plenjara 
s lelama-lamanya lempat tahun atau d lenda s lebanyak-banyak Rp. 900,- 
(s lembilan ratus rupiah), dihukum : 

 
1. barang siapa m lembleli, m lenylewa, mlenukar, mlen lerima gadai, 

m lenlerima hadiah, atau untuk m lenarik kleuntungan, mlenjual, 
m lenylewakan, mlenukarkan, mlenggadaikan, m lengangkut, 
m leyimpan atau mlenylembunyikan slesuatu blenda, yang dikletahui 
atau slepatutnya. harus diduga bahwa dip lerlolleh dari klejahatan 
plenadahan;  

2. barang siapa m lembleli, m lenylewa, mlenukar, mlen lerima gadai, 
m lenlerima hadiah, atau untuk m lenarik kleuntungan, mlenjual, 
m lenylewakan, mlenukarkan, mlenggadaikan, m lengangkut, 
m leyimpan atau mlenylembunyikan slesuatu blenda, yang dikletahui 
atau slepatutnya. harus diduga bahwa dip lerlolleh dari klejahatan 
plenadahan”.13 

 

 
12 S.A Nugroho et al., “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi 

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pid. B/2017/Pn. Bms),” Soedirman 
Law Review 1 (2019): 99–106. 

13 Andi Hamzah, KUHP Dan KUHAP (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). Hal. 190. 
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Pasal 480 KUHP mlengatur tlentang plerbuatan tadah atau plenadahan, 
“Tindak pidana p lenadahan dislebut tindak pidana plemudahan, yakni 
karlena plerbuatan mlenadah tlelah mlendlorlong lorang lain untuk mlelakukan 
klejahatan-klejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, 
s leandainya tidak ada lorang yang blers ledia mlenlerima hasil 
klejahatannya.”14 Namun tidak slemua tidak slemua lorang yang bisa 
m lembleli hasil curian dianggap s lebagai plenadah, harus p lerlu diprlosles 
untuk mlembuktikan apakah s leslelorang ini m lemlenuhi unsur dasar untuk 
dikatakan s lebagai plenadah.15 Sles lelorang dapat dianggap s lebagai klorban 
dalam plemblelian barang yang diduga hasil dari tindak pidana plencurian 
apabila plenyidikan lolleh kleplolisian mlenunjukkan bahwa barang tlers lebut 
dibleli dlengan harga yang wajar s lesuai dlengan harga pasar, transaksi 
dilakukan di tlempat yang tlerang dan ramai, slerta barang yang dibleli tidak 
dapat disangkakan slebagai hasil dari klejahatan. 

Jika plembleli tidak t lerbukti t lerlibat dalam tindak pidana p lenadahan, 
m lerleka blerhak dianggap s lebagai klorban plemblelian barang hasil tindak 
pidana plencurian. Mlerleka layak m lendapatkan plerlindungan hukum atas 
klerugian yang didlerita akibat transaksi tlers lebut. Mleskipun saat ini blelum 
ada undang-undang yang slecara khusus mlengatur plerlindungan hukum 
bagi klorban plemblelian barang hasil k lejahatan, namun plenting untuk 
m lemblerikan plerlindungan hukum sleplerti bantuan hukum, k leamanan, 
s lerta klomplensasi atau ganti rugi k lepada klorban tindak klejahatan. Tidak 
s lemua lorang yang dicurigai m lelakukan plenadahan mlemiliki niat jahat; 
bleblerapa mungkin t lerlibat karlena klelalaian atau kurangnya 
klewaspadaan. lOlleh kar lena itu, plemahaman yang llebih baik tlentang 
bagaimana mlemblerikan plerlindungan hukum k lepada klorban plemblelian 
barang hasil tindak pidana p lencurian plenting slebagai pledloman bagi 
masyarakat jika mlerleka mlenghadapi situasi slerupa. 

 
B. P lerlindungan Hukum Tlerhadap Klorban Plenjualan Barang Hasil 

Curian 
 

Dasar plerlindungan klorban adalah bahwa manusia dilahirkan di 
muka bumi dlengan hak dasar yang dib lerikan lolleh Tuhan Yang Maha lEsa, 
atau hak yang biasa dis lebut dlengan hak asasi manusia. Hak asasi 
manusia diblerikan klepada s lemua lorang di dunia tanpa mlemandang 
klebangsaan, ras, warna kulit, asal usul, k lelas atau plerbledaan lainnya. 
Hak ini tidak dapat dicabut dan akan tletap blerlaku slelama dia hidup. 
Upaya prlevlentif dan loprlesif yang dilakukan lolleh masyarakat dan 

 
14 Hanitijo Soemitro Ronny, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Ghalian Indonesia, 

1985). Hal. 25 
15 Ibid. 
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plem lerintah (mlelalui aparat plenlegak hukum) dalam kaitannya dlengan 
plerlindungan klorban klejahatan.16 

P lentingnya akan plerlindungan hukum pada klorban klejahatan slecara 
m lemadai tidak saja m lerupakan isu nasilonal, tletapi juga intlernasilonal. 
lOlleh slebab itu, masalah ini plerlu mlendapatkan plerhatian yang slerius. 
P lerhatian plenting tlelah diblerikan pada plentingnya mlelindungi klorban 
klejahatan. Plersloalan kleadilan dan hak asasi manusia dalam klontleks 
plenlegakan hukum pidana tlentu bukan tugas yang mudah.17 

Saksi, klorban dan plelaplor harus mlendapat plerlindungan hukum agar 
tidak plerlu takut atau takut pihak-pihak t lertlentu akan mlengancam 
nyawanya kletika aparat plenlegak hukum mlembutuhkan bantuannya untuk 
m lengungkap p lerkara pidana, baik di tingkat p lenyidikan maupun 
plenuntutan. dan p lenyidikan di plengadilan. Plerlindungan hukum klepada 
klorban dalam pr losles pidana blelum diatur slecara khusus, sledangkan 
tlersangka atau tlerdakwa tlelah mlemplerlolleh plerlindungan hukum 
blerdasarkan Pasal 50 sampai dlengan Pasal 69 Undang-undang Nlom lor 8 
Tahun 1981 KUHAP. lOlleh kar lena itu, blerdasarkan asas klesamaan di 
dlepan hukum (lequality bleflorle thle law) dalam prinsip n legara hukum saksi 
dan klorban harus dib lerikan jaminan plerlindungan hukum. Hak dan 
klewajiban klorban ini bisa didapatkan lolleh para klorban jika m lerleka (klorban) 
mlemiliki klesadaran hukum yang cukup. Hal t lerslebut harus pula didukung lolleh 
slosialisasi dari plemlerintah akan hal ini.18  

Salah satu plermasalahan yang krusial saat ini adalah p lerlindungan 
hukum tlerhadap klorban dalam klontleks transaksi barang hasil k lejahatan. 
M leskipun banyak kasus yang tlerslebar di mledia s losial mlenglenai masalah 
ini, plemahaman masyarakat t lerhadap plerlindungan hukum tlerhadap 
klorban blelum sleplenuhnya mlerata. Dalam plenanganan kasus plencurian 
di mana barang curian dijual klepada plembleli, barang yang tlelah dibleli 
s lering kali disita lolleh kleplolisian slebagai barang bukti untuk plenylelidikan 
llebih lanjut. Sletlelah prlos les plenylelidikan s lellesai, barang hasil curian ini 
akan diklembalikan klepada plemilik aslinya, yang mlerupakan klorban 
plencurian. 

Namun, dalam kasus plembleli yang mlengalami klerugian karlena 
m lembleli barang curian dlengan niat baik dan tanpa tlerlibat dalam tindak 
pidana plenadahan, sulit untuk m lenletapkan status mlerleka slebagai klorban. 
Hal ini dikarlenakan sulitnya dalam p lenyidikan untuk mlembledakan antara 
plelaku plenadahan dan klorban dari p lenjualan barang hasil curian 
tlerslebut. 

lOrang yang mlembleli barang hasil tindak pidana plencurian hanya 
blerpleran slebagai saksi dalam kasus t lerslebut. Mlerleka mlendapatkan 
plerlindungan hukum dari pihak K leplolisian blerupa jaminan kleamanan 

 
16 Andi Hamzah, “Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana” (Bandung, 1986). 
17 Dikdik M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma 

Dan Realita (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 
18 United Nations and General Assembly, “Declaration of Basic Principles of Justice 

for Victims of Crime and Abuse of Power,” n.d. Hal. 95 
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dan mlonitloring slelama prlosles hukum, untuk m lemastikan kletlerangan 
m lerleka di plersidangan tidak tlerplengaruh lolleh intlerv lensi pihak lain. 
Kletlerangan saksi tlentang pleristiwa atau kleadaan dapat dijadikan alat 
bukti yang sah jika klonsist len dan mlendukung bukti-bukti lain dalam kasus. 

Blerdasarkan Undang-Undang Nlomlor 31 Tahun 2014 tlentang 
P lerlindungan Saksi dan Klorban, klorban adalah mlerleka yang mlengalami 
plendleritaan fisik, psikis, atau klerugian leklon lomi akibat tindak pidana 
lorang lain. Slebagai plembleli dlengan itikad baik yang tidak m lengletahui 
bahwa barang yang dibleli m lerupakan hasil klejahatan, mlerleka s leharusnya 
dianggap s lebagai klorban dalam prlosles hukum dan blerhak mlendapatkan 
plerlindungan hukum yang s lesuai. 

Kledudukan slebagai saksi dalam prlosles plenylellesaian plerkara tlers lebut 
m lembuat hak-hak atas plerlindungan yang dit lerima slebagai klorban 
m lenjadi tidak tlerplenuhi, hakhak yang tidak t lerplenuhi t lerslebut yakni:  

1. P lerlindungan Hukum Dalam B lentuk Bantuan Hukum. Bantuan 
hukum tidak tlers ledia bagi klorban plenjualan barang hasil curian 
karlena kledudukan m lerleka hanya slebagai saksi. Padahal, 
bantuan hukum sangat plenting untuk mlengarahkan klorban 
dalam mlencari kleadilan atas hak-hak yang dirampas lolleh 
plelaku klejahatan.sangat plenting didapat agar k lorban dapat 
diarahkan lolleh llembaga bantuan hukum m lenglenai apa dan 
klemana harus mlencari kleadilan atas hak-haknya yang 
dirampas lolleh plelaku.  

2. P lerlindungan Hukum Dalam Blentuk Rlestitusi (Ganti Klerugian). 
R lestitusi yang dimaksudkan pada plenlelitian ini adalah r lestitusi 
blerupa ganti klerugian tlerhadap klorban yang mlengalami 
klerugian akibat plenjualan barang hasil tindak pidana 
plencurian.19 lOrang yang mlengalami klerugian klondisinya harus 
diklembalikan s leplerti slemula sleblelum klejahatan itu dilakukan, 
artinya klondisi leklonlomi yang mlengalami klerugian harus 
diklembalikan kle klondisi s lemula dlengan cara mlengganti 
klerugian yang dialaminya.  

3. P lerlindungan Hukum Dalam B lentuk K lonsleling. Plerlindungan 
hukum dalam blentuk klonsleling sleharusnya llebih int lensif bagi 
klorban plenjualan barang hasil tindak pidana plencurian. 
Klorban, yang mlengalami klerugian akibat tindak pidana, 
s leharusnya mlendapat plerlindungan hukum slesuai dlengan 
Undang-Undang Nlom lor 31 Tahun 2014 tlentang Plerlindungan 
Saksi dan Klorban. Klesulitan dalam prlosles pleny lellesaian plerkara 
tidak s leharusnya mlenghalangi p lenlegak hukum untuk 
m lemblerikan kleadilan klepada sleluruh rakyat Indlonlesia. 
Klesulitan dalam prlos les plenylellesaian plerkara sleharusnya 

 
19 Fauzy Marasabessy, “Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran 

Mekanisme Baru,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan 1 (2016): 53–75. 

https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun


  Abdurrahman Nafis, Jual Beli Barang Curian |126 

 

https://journal.tabayanu.com/index.php/tabayyun 

bukanlah slebuah acuan bagi plenlegak hukum dalam 
m lemblerikan kleadilan bagi s leluruh rakyat Indlon lesia. 

 

P lerlindungan hukum yang s leharusnya dib lerikan lolleh pihak Kleplolisian 
klepada klorban plenjualan barang hasil tindak pidana p lencurian plerlu 
ditingkatkan slecara intlensif. Sleslelorang yang m lengalami klerugian akibat 
tindak pidana dapat dianggap slebagai klorban slesuai dlengan dlefinisi yang 
tlercantum dalam Undang-Undang Nlomlor 31 Tahun 2014 tlentang 
P lerlindungan Saksi dan Klorban. Klendala dalam prlosles plenylellesaian 
plerkara sleharusnya tidak b lolleh mlenjadi alasan bagi plenlegak hukum 
untuk tidak mlemblerikan kleadilan klepada slemua warga Indlonlesia. 

 
C. Pandangan Hukum Islam t lentang Jual B leli Barang Curian  

 
Istilah jual bleli barang curian sangat akrab d lengan istilah plenadah, 

yang dalam bahasa Arab s lering slekali distilahkan d lengan kata  حاوية 
(plenadahan atau mlenampung) yang blerasal dari kata -  يحوي  حوي yang 
artinya mlenghimpun, m lenadah, atau mlenampung.20 Islam mlengajarkan 
klepada umat Islam untuk blerusaha slekuat t lenaga slesuai klemampuan 
untuk mlencari harta tlentunya harus d lengan cara baik bukan dlengan cara 
haram sleplerti blerbuat klecurangan dan plenipuan yang dapat mlerugikan 
lorang lain tlermasuk tindakan plenadaan yaitu mlembleli dan mlenjual 
barang curian. 

 
ثْمِ وَأنَْتمُْ  وَلََ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بيَْنَكُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بهَِا إلِىَ الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فرَِيقاً مِنْ أمَْوَالِ   النَّاسِ باِلِْْ

 تعَْلَمُونَ 
 
Artinya “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu d lengan jalan 
yang batil, dan (janganlah) kamu mlenyuap dlengan harta itu k lepada para 
hakim, dlengan maksud agar kamu dapat mlemakan slebagian harta lorang 
lain itu dlengan jalan d losa, padahal kamu mlengletahui”. {Qs. Al-
Baqarah/2:188} 

 
Dalam ayat ini jlelas mlelarang m lemiliki harta dlengan jalan yang salah 

yaitu dlengan m lenjual slerta m lembleli barang yang plemilik barang tlers lebut 
tidak m lengletahui transaksi tlerslebut, maka praktik s lemacam ini adalah 
m lengandung unsur k lemudharatan (klezaliman) tlerutama tlerhadap si 
klorban atau si plemilik barang. 

P lerlu diwaspadai bahwa praktik jual bleli curian, karlena jual bleli 
s lemacam ini dapat m lenimbulkan mudharat (mlerugikan) bagi p lemilik 
barang tlerslebut maka plerlu diantisipasi apalagi jual b leli barang curian 
s lering slekali dilakukan d lengan plerslengklongklolan (klerjasama) antara si 
plencuri yang blertindak slebagai plenjual dangan si plenadah yang 

 
20 Mardani, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Kencana, 2019). Hal. 66 - 67 
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blertindak slebagai plembleli. Maka dalam hal ini bahwa praktik jual bleli 
barang curian tlermasuk plerbuatan mlenzalimi lorang lain dalam hal ini si 
klorban atau plemilik barang slebab antara plelaku dan dan plenadah saling 
m lendukung dala mlelakukan klemungkaran (klejahatan) yaitu b leklerjasama 
dalam mlelakukan klejahatan. sleblenarnya Rasulullah SAW sudah jauh hari 
m lelarang umatnya m lembleli barang hasil curian yangapabila ia 
m lengletahui dlengan jlelas bahwa barang tlerslebut adalah mlerupakan hasil 
dari plencurian, slebagaimana ditlegaskan Rasulullah SAW dalam s lebuah 
hadisnya yang blerbunyi : 
 
“Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW b lerkata “Barangsiapa mlembleli 
barang curian, sledang dia tahu bahwa barang itu adalah barang curian, 
maka ia mlenanggung dlosa klejahatannya.” {HR. Al-Hakim dan 
AlBaihaqi}.21 

 
Hadis diatas mlenunjukkan b letapa tlerlarangnya praktik jual-bleli 

barangbarang panas (barang curian), S lelain itu, jual b leli barang curian 
ini dalam kajian fiqh muamalah dapat dikat leglorikan slebagai jual bleli 
yang dilarang kar lena t lerdapat unsur ma’quud alaih ( lobjlek transaksi) 22 
yaitu jual bleli yang mlenjual blelikan barang haram atau najis (k lotloran) 
s leplerti jual bleli minuman khamar (minuman k leras). Maka para ulama 
m lenlegaskan bahwa praktik bai’ fudluli (jual b leli barang curian) ini 
tlerglollong slebagai akad yang tidak sah, s lebab salah satu syarat sahnya 
jual-bleli adalah plenjual harus mlemiliki atas barang yang ia jual dan 
plembleli harus mlemiliki atas uang yang akan ia tukarkan pada p lenjual. 
Sledangkan dalam kasus bai’ fuduli ini, si plenjual tidak mlemiliki klekuasaan 
atas barang yang ia jualkan karlena barang tlerslebut bukan miliknya, 
s lebagaimana dijlelsakan Sy lekh Sulaiman Al-Bujairami s lebagai blerikut : 
“Syarat jual bleli yang k letiga adalah blenda (yang diplerjual b lelikan) harus 
dimiliki, maksudnya lorang yang mlengakadi jual-bleli harus mlemiliki kuasa 
atas blenda yang ia jual-blelikan. Maka tidak sah akad fudluli, m leskipun 
plemilik barang mlemplerblollehkan padanya (untuk m lenjual barang 
tlerslebut), slebab ia tidak m lemiliki kuasa atas barang yang diakadi (ma’qud 
‘alaih)”. lOlleh kar lena itu, praktik jual bleli harta hasil curian tlermasuk bai’ 
fasid (jual bleli yang tidak sah) dikarlenakan transaksi yang tlerslebut fasid 
(rusak). 

Dalam fiqh jinayah, plerbuatan plenadahan ini dikat leglorikan slebagai 
jarimah ta‟zir slehingga dijatuhi hukuman ta‟zir karlena mlenurut slebagaian 
ulama bahwa tindakan tidak m lem lenuhi salah satu unsur jarimah syariqah 
(plencurian) yaitu p lenadahan tidak dilakukan slecara slembunyi-slembunyi 
(diam-diam) slehingga tidak dapat dik lenakan hukuman had m lencuri atau 
plotlong tangan karlena t lerdapat unsur syubhat (k lesamaran) lalu klemudian 

 
21 Jalaludin Abdurrahman Ibn Bakar Al - Suyuthi, “Al - Jami’ush Shaghir, Juz II” 

(Darul Katib, 164AD), 1967. Hal. 164 
22 Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2016). Hal. 1 - 189 
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plenadahan dikat leglorikan slebagai jarimah ta‟zir dan dijatuhi hukuman 
ta‟zir,23 slebagaimana ditlegaskan dalam slebuah kaidah fiqh jinayah yang 
blerbunyi slebagai blerikut “Sletiap plerbuatan maksiat yang tidak dik lenai 
sanksi had atau kaffarat adalah jarimah ta‟zir”.24 

Maksud plerbuatan maksiat di sini, para fuqaha blerslepakat bahwa 
yang dislebut maksiat itu tidak hanya blerzina, m leninggalkan shalat wajib, 
dan lenggan mlenunaikan zakat, namun llebih dari itu bahwa mlelakukan 
plenadahan barang curian juga m lerupakan bagian dari salah b lentuk 
klemaksiatan yang dapat dik lenai sanksi hukuman ta‟zir. Dlengan kata lain, 
bahwa dalam mlenletapkan hukuman kasus plenadahan mlenurut fiqh 
jinayah dislerahkan klepada pihak yang blerwlenang yaitu hakim untuk 
m lenletapkan putusan slecara arif, bijaksana, dan mlenjunjung tinggi nilai 
kleadilan. 
 

Klesimpulan 
D lengan dlemikian, praktik jual b leli barang curian, tlerutama dalam 

klontleks plenadahan dapat di simpulkan bahwa : 
1. Tindak pidana plenadahan slering kali tlerkait dlengan tindak pidana 

plencurian, di mana barang curian tidak disimpan lolleh plelaku 
plencurian tletapi dijual atau didistribusikan kle plenadah. Pasal 480 
KUHP mlengatur bahwa p lenadahan mlerupakan klejahatan yang 
m lemfasilitasi tindak klejahatan lainnya dlengan mlemungkinkan 
plerledaran barang curian tanpa harus dijual langsung k lepada 
klonsumlen. Praktik ini tidak hanya m lerugikan klorban yang 
klehilangan barangnya tletapi juga mlenambah klomplleksitas 
masalah kleamanan dan slosial dalam masyarakat. Plenting bagi 
masyarakat untuk blerhati-hati dalam mlembleli barang dlengan 
harga di bawah pasaran dan m lemastikan bahwa transaksi 
dilakukan slecara sah untuk mlenghindari tlerlibat dalam tindak 
pidana p lenadahan. Slelain itu, klorban plemblelian barang hasil 
tindak pidana plencurian s leharusnya mlendapatkan plerlindungan 
hukum yang slesuai, tlermasuk bantuan hukum, k leamanan, dan 
klomplensasi atas k lerugian yang didlerita. 

 
2. P lerlindungan hukum bagi k lorban klejahatan didasarkan pada hak 

asasi manusia yang tak bisa dicabut, di mana sletiap individu 
m lemiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Upaya p lenclegahan 
dan plenindakan lolleh masyarakat dan aparat plenlegak hukum 
plenting untuk mlelindungi k lorban klejahatan. Dalam klontleks 
plenjualan barang hasil tindak pidana plencurian, p lembleli yang 
tidak m lengletahui asal-usul barang harus dianggap s lebagai 
klorban dan diblerikan plerlindungan hukum yang s lesuai. 

 
23 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam : Fiqh Jinayah (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1996). Hal. 84 - 85 
24 Jaih Mubarok and Enceng Arif Faizal, Kaidah - Kaidah Fiqh Jinayah (Bandung: T. 

P, 2003). Hal. 200 
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P lerlindungan ini tlermasuk bantuan hukum, rlestitusi atas klerugian, 
dan klonsleling yang int lensif, sleplerti yang diatur dalam Undang-
Undang Nlomlor 31 Tahun 2014 tlentang Plerlindungan Saksi dan 
Klorban. K lendala dalam plenylellesaian plerkara tidak b lolleh 
m lenghalangi plemblerian kleadilan klepada s leluruh masyarakat 
Indlonlesia, tlermasuk klorban dalam transaksi barang hasil 
klejahatan. lOlleh kar lena itu, pleningkatan plerlindungan hukum 
tlerhadap klorban mlenjadi plenting dalam klontleks ini. 

 
3. Praktik jual b leli barang curian, yang s lering t lerkait dlengan 

plenadahan, mlenimbulkan banyak masalah dalam masyarakat. 
Dari plersplektif agama Islam, hal ini dianggap tidak hanya s lebagai 
plelanggaran hukum, t letapi juga slebagai tindakan yang 
blertlentangan dlengan nilai-nilai mloral dan letika. Rasulullah SAW 
tlelah dlengan jlelas m lelarang umatnya untuk t lerlibat dalam 
plemblelian barang curian, kar lena hal ini dapat mlerugikan plemilik 
asli barang dan mlelanggar prinsip kleadilan. Dalam hukum fiqh 
muamalah, jual b leli barang curian tlermasuk dalam katleglori bai' 
fasid (transaksi yang tidak sah), kar lena plenjual tidak mlemiliki 
klekuasaan sah atas barang yang dijual. Di sisi lain, dalam klontleks 
hukum jinayah, p lenadahan barang curian dianggap s lebagai 
jarimah ta'zir (plelanggaran yang dihukumi dlengan plenalti yang 
ditletapkan lolleh hakim), kar lena tidak m lemlenuhi unsur p lencurian 
yang dapat diklenai hukuman had. D lengan dlemikian, 
plerlindungan hukum dan plenlegakan kleadilan sangat plenting 
dalam mlenanggulangi praktik ini, untuk m lenjaga kletlertiban dan 
kleadilan slosial dalam masyarakat. 
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